
Menimbang

BT'PATI KOITAWE SELATAIT

PROVIilSI ST'LAWESI TENGGARA

PERATT'RAIT BT'PATI I(ONAWE SEI,ATAN

NOMOR 4T TAHTII{ 2023

TEI{TAITG

TATA CARA PEITYAMPAIAN DAN PELAPORAI{

HARTA I{TKAYAAIT PEITYELEITGGARA ITECIARA

LINGKI'P PEMERINTAH DAERAH

XABT'PATEIC XOITAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BT'PATI KOI{AWE SELATAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari

Kompsi, Kolusi dan Neptisme yang menyebutkan

bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam)

bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap

Penyelenggara Negara harus melaporkan dan

mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia

dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai

dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

bahwa sesuai dengan ftraturan Komisi

Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan

Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu mengatur

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

a.

b.



Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Pelannren Harta Kekavaan Penvelenssara Neqara t1i

Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2, IJndang-IJndang Nomor 30 Ta-hun 2OO2 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah

beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas

IJndalg-IJnd-a:rg Nomor 30 Ta-hun 2OO2 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(l,embaran Negara Republik Indonesia tahun 2019

Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi

Srrlnwesi Terrqoare fl.emharan Negara Renuhlik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82 Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia- Nomor 523a), sebagaimarra telah cl-iuba-h

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143 Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801)

5. IJndarrg-lJncl-alg Nomor 23 tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

IJncl-arrg Nomor 2 Tahun 2022 tent-atg Cipta_ Ke{a

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2O2l tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 2O2,

Ta,mtra-han Lemba,ran Negara Reprrtrlik Incl-onesia

Nomor 6718);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang

Pen-rbahan a,tas Pera-tlr-!:arr Menteri Da-lam Negeri

Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016

tentan g TaJa, Cara Pencl a ftaran , Pengr,rm uma n , d an

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara,

perlu mengatur Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 572).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG

PEI{YAMPAIAN DAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa1 I
Dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai

unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupa,tj adala,h Bupati Konawe Selatan;

4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah

Lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2OO2 terrtang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi

eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara,

Pejabat Publik lainnya dan Pejabat tertentu atas permintaan KPK sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

6. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai

pera-tu-!:an pen-rndan g- undan garr ;

7. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat

dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial

dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun

kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami;

8. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak

bergerak, berwujud atau tidak berwrrjud, termasuk hak dan kewajiban

lainnya yang da,pat dinilai dengarr Lrang yang cl-imiliki oleh Penyelenggara-

Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara,



baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan

atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara

Negara memangku jabatannya;

9. la-poran Hart-a Kekayaan Penyelenggara, Negara ya-ng selaljutrrya-

disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen,

termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian

dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi,

penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara;

10. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik

yang drlakukan oleh penyelenggara Negara- kepa-cl-a- Komisi

Pemberantasan Korupsi.

BAB II
II/ A tIEr I ADAP

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi;

(2) Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri dari :

a. Bupati Konawe Selatan;

b. Wakil Br-rpati Konawe Sela-tan;

c. Pejabat Eselon II;

d. Pejabat Eselon III;

e. Pejabat Fungsional Auditor;

f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah;

g. Pejabat tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu

Staf Khusus Bupati dal Wakil Bupati, Ajudan Bupa-ti dan Wa-kil

Bupati dan Kepala Desa.



BAI} III

PEI{YAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

(l! Penyelenggara Nega ra wajib menvampaikan LHKPN kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi yakni pada saat :

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali

menjabat;

b. berakhimya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara

Negara;

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah

berakhirnya masa jabata:r a-ta-Lr pensiun: a-talr

d. masih menjabat.

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a sampai dengan

huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)

bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhimya

jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa

jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hnruf d wajih disarnpaika-n

secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per

tanggal 31 Desember tahun laporan.

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam

jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

(5) Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk

melaporkan Harta- Kekaya,arrnya sebelum menjadi Penyelenggara Negara,.

Pasal 4

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib

dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi (e-LHKPN)

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-

kurangnya memuat:

a. nama;

b. jabatan;

c. instansi;

d. tempat dan tanggal lahir;

e. alamat;



f. identitas Istri/Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan

Anak Tanggungan;

g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta

Keka-ya-al;

h. besaran penerimaan dan pengeluaran;

i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai

dengan Kartu Tanda Penduduk; dan

j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

(3) LHKPN merupakan dokumen milik negara

Pasa-l 5

(1) Komisi akan melakukan verilikasi administratif atas LHKPN yang

disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

(2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan dan

kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data

keuangan.

Pa sal 6

(1) Komisi akan menyampaikan hasil veri{ikasi administratif kepada

Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari ke4'a sejak

LHKPN disampaikan.

(2) Apabila hasil verilikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN

belum lengkap maka Komisi akan menyampaikan pemberitahuan kepada

Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih

harus diperhaiki dan / atau- dilengka-pi oleh Penyelengga-ra Negara,.

(3) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/ atau

menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2).

(4) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh

pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan

LHKPN cl apat dila-kukan paling lamba t pada hari keda, treriktrtnya.

(5) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) maka LHKPN yang

disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan

yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.



Pasal 7

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 LHKPN dinyatakan lengkap, Komisi

memberikan Tanda Terima kepada Penyelenggara- Nega-ra.

(2) Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam akun

atau alamat email Wajib Lapor LHKPN

Pasal 8

(1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam

waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara

menerima Tanda Terima dari Komisi.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara

elektronik dan/atau nonelektronik melalui media pengumuman resmi

Komisi dan/ atau instansi.

BAB IV

SANKSI

Pasal 9

(1) Dalam hal Pen5relenggara Negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak

memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Bupati ini, maka Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada

Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

(2) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar

mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuar peraturar perundarg-rr-ndaxgan yang berlaktr--

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, mal<a Peraturan Bupati Nomor

24 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Konawe Selatan

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 41

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 26 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

             Ttd

ST.CHADIDJAH

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 26 Juli 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

             Ttd

SURUNUDDIN DANGGA


